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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan 

tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas 

pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan 

plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan. Hal tersebut sejalan 

dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yaitu RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA 

serta PPAS. 

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan. PPAS merupakan 

kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah 

dalam tahun 2025 sebelum dituangkan dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun anggaran 2025, PPAS ini 

menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang 

diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten 

Nias Selatan ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan 

digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan 

kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara. 

 

1.2.  Tujuan  

 

Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Nias Selatan 

tahun 2025 adalah untuk : 
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1.  Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA berdasarkan plafon 

anggaran sementara untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan 

Rancangan APBD.; 

2.  Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut urusan/bidang, urusan 

pemerintahan daerah, perangkat daerah penanggung jawab indikator dan target kinerja 

serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan. 

 

1.3. Dasar Hukum  

 

Landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2003   tentang   Pembentukan Kabupaten Nias 

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi 

Sumatera Utara; 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah;  

5.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana Perimbangan; 

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

Perubahan Kesembilas  atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9.  Peraturan  Presiden  Nomor  53  Tahun  2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020  tentang  Standar  Harga Satuan Regional; 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 
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13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah; 

16.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  tahun  2019  tentang Klasifikasi, 

kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor        tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2025; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil 

Verifikasi Dan  Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi,  Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun  2021 tentang 

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan 

Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota  pada Provinsi Sumatera 

Utara; 

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-

2026; 

22.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  Nomor  02  Tahun  2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; 

23. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  Nomor  07  Tahun  2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

25.  Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

26.  Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor        Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. 
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BAB II 

RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

 

Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun 

2025 disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta 

mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap pendapatan daerah. 

Rencana perimaan pendapatan daerah Tahun 2025 diperkirakan sebesar 

Rp.1.597.185.072.400,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.20.279.517.400,00  Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.560.405.555.000,00 dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 16.500.000.000,00 

Sementara itu, untuk penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 yang 

bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 diasumsikan 

sebesar Rp.2.500.000.000,00 Pencantuman asumsi SiLPA tersebut didasarkan pada 

perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi 

anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.  

Rincian Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 

2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1.  

Rencana Penerimaan Daerah  

Tahun Anggaran 2025 

KODE PENERIMAAN DAERAH 
ALOKASI 
ANGGARAN 

DASAR 
HUKUM 

1 2 3  

4 PENDAPATAN DAERAH   

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.279.517.400,00  

4.1.01 Pajak Daerah 9.760.831.500.00  

4.1.02 Retribusi Daerah 417.715.300,00  

4.1.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

6.560.508.400,00 
 

4.1. 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 3.540.462.200,00  

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.560.405.555.000,00  

4.2.01 
PENDAPATAN TRANSFER 
PEMERINTAH PUSAT 

1.516.285.555.000,00 
 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.090.347.894.000,00  

4.2.01.01.01 
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 
(DBH) 

28.240.089.000,00 
 

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 707.993.183.000,00  

4.2.01.01.03 
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik 

147.418.700.000,00 
 

4.2.01.01.04 
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Non Fisik 

206.695.922.000,00 
 

4.2.01.05 Dana Desa 411.431.226.000,00  
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4.2.02 
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR 
DAERAH 

44.120.000.000,00 
 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 44.120.000.000,00  

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00  

4.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

16.500.000.000,00 
 

4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00  

4.3.02 Dana Darurat 0,00  

4.3.03 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 

16.500.000.000,00 
 

 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.597.185.072.400,00  

6 PEMBIAYAAN 0,00  

6.2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000,00  

6.2.01 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya 

2.500.000.000,00 
 

 
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
 

2.500.000.000,00 
 

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 1.599.685.072.400,00 
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BAB III 

PRIORITAS BELANJA DAERAH 
 

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah 

dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja 

daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan 

dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta 

berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan 

wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman 

pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 

Belanja Daerah senantiasa mengacu pada pendekatan kinerja yang berioentasi pada 

hasil yang direncanakan dan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan 

efektifitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan 

skala prioritas. 

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan 

nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah 

daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap 

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendanai : 

1.  Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan 

penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji 

dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

2. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada 

Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan 

sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 

3. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-

undangan; 

4. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional 

kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara; 
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5. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Nias 

Selatan Tahun 2025 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan 

urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik 

lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi 

pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) persen (termasuk gaji dan 

tunjangan), fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10% (sepuluh persen) persen 

(tidak termasuk gaji dan tunjangan) dan belanja infrastruktur paling rendah 40% (empat 

puluh persen) dari total belanja daerah yang di anggarkan dalam APBD; 

6. Mendanai kegiatan untuk kelurahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

7. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan 

kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah; 

8. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan 

kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya; 

9. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat 

diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah; 

10. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal; 

11. Mengalokasikan anggaran untuk pemetaan lokasi unggulan daerah;  

12. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Pertanian, 

perkebunan dan peternakan (benih, obat-obatan, pupuk, alsintan, sumber-sumber air, 

dan lain-lain); 

13. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pengawasan pendistribusian pupuk 

bersubisidi; 

14. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perikanan; 

15. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis 

pariwisata daerah; 

16. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja melalui 

pelatihan/kursus, magang kerja dan kuliah; 

17. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (earmark) 

dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi 

bantuan; 
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18. Mengalokasikan anggaran untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan 

serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum paling rendah 10% (sepuluh 

persen) dari penerimaan PKB dan Opsen PKB; 

19. Mengalokasikan anggaran untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang 

meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta 

pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum paling 

rendah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PBJT atas tenaga listrik; 

20. Mengalokasikan anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan 

penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan mengenai 

pajak rokok paling rendah 35,50% (tiga puluh koma lima puluh persen) dari penerimaan 

pajak rokok bagian kabupaten; 

21. Mengalokasikan anggaran untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan 

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup dalam Daerah 

Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kualitas air tanah, meliputi 

penanaman pohon  pembuatan lubang dan sumur serapan, pelestarian hutan atau 

perpohonan dan pengelolaan limbah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari 

penerimaan Pajak Air Tanah (PAT); 

22. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target 

sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas lnstruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara 

memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka 

penguatan atas hak BMD berupa tanah; 

23. menganggarkan dan mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan 

berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/subbidang Zona Nilai Tanah (ZNT) 

dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 

Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya 

dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

24. menganggarkan penyediaan sumber daya manusia dan pelaksanaan penilaian usaha 

perkebunan dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan perizinan perkebunan 

sawit. 

25. mengalokasikan anggaran yang memadai terkait pembiayaan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) khususnya pada 
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kegiatan operasional petugas kelurahan/desa (biaya Pra Sertipikasi PTSL) dan biaya 

PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 

ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 

590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 

persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dalam rangka mendukung 

terwujudnya pelaksanaan program PTSL yang bebas dari gratifikasi yang dianggap suap, 

suap atau pungutan liar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia; 

26. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga 

miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor NIK dan KK. 

Pemutakhiran data digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung 

ke penerima. misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan nontunai, 

bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam data terpadu 

kesejahteraan social; 

27. mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah dengan program pemerintah pusat 

dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk sinkronisasi data 

penerima program agar tidak tumpang tindih; 

28. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk:  

a)  pengumpulan data/pemutakhiran data usaha mikro dan usaha kecil untuk 

kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

 b) memfasilitasi pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk bergabung dalam platform 

toko daring milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

agar dapat berpartisipasi menjadi penyedia untuk pengadaan dengan metode e-

purchasing. 

29. mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada 

satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi 

dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi 

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; 

30. mengalokasikan anggaran untuk program penyuluhan antikorupsi dan pelatihan 

antikorupsi di masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyuluh antikorupsi 

tersertifikasi dalam rangka meningkatkan literasi antikorupsi di masyarakat sesuai 

amanat Presiden dalam Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020; 
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31. Mengalokasikan pendanaan penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah 

paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh  puluh lima persen) dari total belanja daerah, tidak 

termasuk gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat; 

32. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka 

pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol 

koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja 

pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang 

pendidikan dan pelatihan dan di arahkan hanya untuk berbagai program pengembagan 

kompetensi dan uji  kompetensi. 

  

Berdasarkan perundangan telah diamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan 

potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas 

pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan 

pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat 

dilihat berikut ini. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tersaji pada Lampiran 3.1 dan Sinkronisasi 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi tersaji pada 

Lampiran 3.2, Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah tersaji pada 

Lampiran 3.3.  
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BAB IV 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 
 

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 

 

Sesuai peraturan perundangan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan 

pemerintahan terdiri dari Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan 

informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan 

dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. 

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) 

pertanian, (d) energi dan sumber daya mineral, (e) perdagangan, (f) perindustrian, dan (g) 

transmigrasi. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas 

sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta 

dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Sumatera Utara. 

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada alinea diatas, terdapat penunjang 

Urusan Pemerintahan. Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

meliputi : 
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1.  perencanaan; 

2.  keuangan; 

3.  kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 

4.  penelitian dan pengembangan; dan 

5.  fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Selatan, 

plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Urusan Pemerintahan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan  

 

Kode URAIAN URUSAN, ORGANISASI 
Plafon Anggaran 

Sementara 

1 2 3 
 

1 
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan 
Pelayanan Dasar 

 

735.561.037.327,52 

 

1.01 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 
 

478.090.420.077,52 

 

1.01.0.00.0.00.01 
 

Dinas Pendidikan 
 

478.090.420.077,52 

 

1.02 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 
 

118.641.798.750,00 

 

1.02.0.00.0.00.01 
 

Dinas Kesehatan 
 

118.641.798.750,00 

 

1.03 
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang 

 

128.525.889.750,0 

 

1.03.0.00.0.00.01 
 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
 

128.525.889.750,0 

 

1.04 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman 

 

8.750.000.000,00 

 

1.04.0.00.0.00.01 
 

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 
 

8.750.000.000,00 

 
1.05 

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban 
Umum Serta Perlindungan 
Masyarakat 

 
3.561.837.500,00 

 

1.05.0.00.0.00.01 
 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat 
 

2.561.837.500,00 

 

1.05.0.00.0.00.04 
 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

1.000.000.000,00 

 

1.06 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 
 

1.500.000.000,00 

 

1.06.0.00.0.00.01 
 

Dinas Sosial 
 

1.500.000.000,00 

 

2 
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan 

Pelayanan Dasar 

 

48.733.435.000,00 

 

2.07 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 
 

2.993.908.000,00 

 

2.07.2.17.0.00.01 
 

Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah 
 

2.993.908.000,00 

 

2.08 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak 

 

12.239.527.000,00 

 

2.08.2.14.0.00.02 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

 

12.239.527.000,00 

 

2.09 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 
 

1.000.000.000,00 

 

2.09.3.27.0.00.01 
 

Dinas Ketahanan Pangan 
 

1.000.000.000,00 

 

2.11 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 
 

4.500.000.000,00 
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2.11.0.00.0.00.01 
 

Dinas Lingkungan Hidup 
 

4.500.000.000,00 

 

2.12 
Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 

 

1.500.000.000,00 

 

2.12.0.00.0.00.01 
 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
 

1.500.000.000,00 

 

2.13 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Desa 

 

11.750.000.000,00 

 

2.13.0.00.0.00.01 
 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
 

11.750.000.000,0
0 

 

2.15 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 
 

3.000.000.000,00 

 

2.15.0.00.0.00.01 
 

Dinas Perhubungan 
 

3.000.000.000,00 

 

2.16 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 
 

2.500.000.000,00 

 

2.16.2.20.2.21.01 
 

Dinas Komunikasi Dan Informatika 
 

2.500.000.000,00 

 

2.18 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 
 

1.000.000.000,00 

 

2.18.0.00.0.00.01 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 

 

1.000.000.000,00 

 

2.22 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 
 

9.000.000.000,00 

 

2.22.2.19.3.26.02 
 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga 
 

9.000.000.000,00 

 

2.23 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 
 

1.250.000.000,00 

 

2.23.2.24.0.00.01 
 

Dinas Perpustakaan 
 

1.250.000.000,00 

 

3 
 

Urusan Pemerintahan Pilihan 
 

8.109.912.500,00 

 

3.25 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 
 

3.250.000.000,00 

 

3.25.0.00.0.00.01 
 

Dinas Kelautan Dan Perikanan 
 

3.250.000.000,00 

 

3.27 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 
 

6.780.000.000,00 

 

3.27.0.00.0.00.01 
 

Dinas Pertanian 
 

6.780.000.000,00 

 

3.31 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 
 

1.500.000.000,00 

 

3.31.3.30.0.00.02 
 

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 
 

1.500.000.000,00 

 

4 
 

Unsur Pendukung 
 

71.874.917.366,49 

 

4.01 
 

Sekretariat Daerah 
 

33.311.454.293,49 

 

4.01.0.00.0.00.01 
 

Sekretariat Daerah 
 

33.311.454.293,49 

 

4.02 
 

Sekretariat DPRD 
 

38.563.463.073,00 

 

4.02.0.00.0.00.01 
 

Sekretariat DPRD 
 

38.563.463.073,00 

 

5 
 

Unsur Penunjang 
 

699.413.705.682,20 

 

5.01 
 

Perencanaan 
 

3.500.000.000,00 

 

5.01.5.05.0.00.01 
 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
 

3.500.000.000,00 

 

5.02 
 

Keuangan 
 

694.713.705.682,20 

 

5.02.0.00.0.00.04 
 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah 
 

694.713.705.682,20 

 

5.03 
 

Kepegawaian 
 

1.500.000.000,00 

 

5.03.0.00.0.00.01 
 

Badan Kepegawaian Daerah 
 

1.500.000.000,00 
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6 
 

Unsur Pengawas 
 

5.950.456.273,79 

 

6.01 
 

Inspektorat Daerah 
 

5.950.456.273,79 

 

6.01.0.00.0.00.01 
 

Inspektorat 
 

5.950.456.273,79 

 

7 
 

Unsur Kewilayahan 
 

14.012.612.000,00 

 

7.01 
 

Kecamatan 
 

14.012.612.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.01 
 

Kecamatan Lolomatua 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.02 
 

Kecamatan Gomo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.03 
 

Kecamatan Lahusa 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.04 
 

Kecamatan Hibala 
 

375.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.05 
 

Kecamatan Pulau-Pulau Batu 
 

1.156.306.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.06 
 

Kecamatan Teluk Dalam 
 

1.156.306.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.07 
 

Kecamatan Amandraya 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.08 
 

Kecamatan Lolowau 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.09 
 

Kecamatan Susua 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.10 
 

Kecamatan Maniamolo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.11 
 

Kecamatan Hilimegai 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.12 
 

Kecamatan Toma 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.13 
 

Kecamatan Mazino 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.14 
 

Kecamatan Umbunasi 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.15 
 

Kecamatan Aramo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.16 
 

Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur 
 

375.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.17 
 

Kecamatan Mazo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.18 
 

Kecamatan Fanayama 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.19 
 

Kecamatan Ulunoyo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.20 
 

Kecamatan Huruna 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.21 
 

Kecamatan O'o'u 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.22 
 

Kecamatan Onohazumba 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.23 
 

Kecamatan Hilisalawa''Ahe 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.24 
 

Kecamatan Ulususua 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.25 
 

Kecamatan Sidua'ori 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.26 
 

Kecamatan Somambawa 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.27 
 

Kecamatan Boronadu 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.28 
 

Kecamatan Simuk 
 

375.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.29 
 

Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat 
 

375.000.000,00 
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7.01.0.00.0.00.30 
 

Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara 
 

375.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.31 
 

Kecamatan Tanah Masa 
 

375.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.32 
 

Kecamatan Luahagundre Maniamolo 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.33 
 

Kecamatan Onolalu 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.34 
 

Kecamatan Uluidanotae 
 

350.000.000,00 

 

7.01.0.00.0.00.35 
 

Kecamatan Idanotae 
 

350.000.000,00 

 

8 
 

Unsur Pemerintahan Umum 
 

4.300.000.000,00 

 

8.01 
 

Kesatuan Bangsa Dan Politik 
 

4.300.000.000,00 

 

8.01.0.00.0.00.01 
 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 
 

4.300.000.000,00 

 

Total Belanja 
 

1.597.185.072.400,00 

Rincian Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan 

Program/Kegiatan  tersaji pada Lampiran 4.1. 

 

4.2.  Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, 

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan 

Belanja Tidak Terduga 

 

Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan 

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga  Tahun Anggaran 

2025 sebagai berikut : 

 

No. Uraian 
Plafon Anggaran Sementara  

(Rp) 

1 2 3 

1 Belanja Pegawai 458.445.326.520,00 

2 Belanja Bunga 0,00 

3 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 

4 Belanja Hibah 88.149.570.000,00 

5 Belanja Bantuan Sosial 1.195.920.000,00 

6 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 

7 Belanja Bagi Hasil 1.017.854.680,00 

8 Belanja Bantuan Keuangan 485.054.553.200,00 

Jumlah 1.037.363.224.400,00 
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BAB V 

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan 

daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai 

keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran 

masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih 

besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan Daerah disediakan 

untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

APBD pada Tahun 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp0,00. Upaya 

untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan 

daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.  

 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2024, diproyeksikan 

sebesar Rp2.500.000.000,00. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran 

pembiayaan daerah, yang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.500.000.000,00. 

Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk penyertaan modal (investasi) 

daerah kepada PT. Bank SUMUT. 

 

Tabel 5.1 

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 

No. Uraian Realisasi 2023 Realisasi 2024 Target 2025 

6 Pembiayaan    

6.1 Penerimaan Pembiayaan 73.250.775.870,06 88.517.864.712,00 2.500.000.000,00 

6.1.01 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

73.250.775.870,06 88.517.864.712,00 2.500.000.000,00 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 

6.2.01 Penyertaan Modal Daerah 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 

 

  




	PPAS.pdf (p.1-24)

